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 WALI KOTA BALIKPAPAN 

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR 
 

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN 
NOMOR    6    TAHUN  2017 

 

TENTANG 
 

JADWAL RETENSI ARSIP SUBSTANTIF 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

WALI KOTA BALIKPAPAN, 
 

Menimbang :  a.   bahwa dalam rangka menjamin efisiensi dan efektivitas 

pengelolaan arsip dinamis, penyelamatan dan 

pelestarian arsip statis sebagai bahan 

pertanggungjawaban nasional di Lingkungan Pemerintah 

Daerah perlu membuat Jadwal Retensi Arsip; 

  b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan telah diamanatkan Pemerintah 

Daerah wajib memiliki Jadwal Retensi Arsip;   
 
  c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) 

Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 22 Tahun 2015 

tentang Tata Cara Penetapan Jadwal Retensi Arsip, 

pengesahan Jadwal Retensi Arsip disahkan dalam 

bentuk peraturan;  

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu 

menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Jadwal Retensi 

Arsip Substantif; 

 
 
Mengingat       :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara  

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang 

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 

1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di 

Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959  

Nomor 72, Tambahan Lembaran   Negara Republik 

Indonesia Nomor 1820); 

3. Undang Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang 

Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5071); 
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4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5234); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 

tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5286); 

7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia 

Nomor 22 Tahun  2015  tentang Tata Cara Penetepan 

Jadwal Retensi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 665); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan  :  PERATURAN WALI KOTA TENTANG JADWAL RETENSI 
ARSIP SUBSTANTIF. 

 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 
Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Balikpapan. 

2.  Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara 

pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan 

yang  menjadi  kewenangan Daerah otonom Kota Balikpapan. 

3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan. 

4.  Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan 

media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi 

yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintah daerah, 

lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi 

kemasyarakatan dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

5. Retensi Arsip adalah jangka waktu penyimpanan yang wajib dilakukan 

terhadap suatu jenis arsip.  

6. Jadwal Retensi Arsip yang selanjutnya disingkat JRA adalah daftar yang 

berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis 

arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu 

jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang 

dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip. 
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7. Jadwal Retensi Arsip Substantif adalah JRA yang berisi jangka waktu 

penyimpanan atau retensi dari jenis-jenis arsip yang dihasilkan dari 

kegiatan atau fungsi substantif setiap pencipta arsip sesuai dengan fungsi 

dan tugasnya.  

8. Jenis Arsip adalah unit berkas yang dicipta, diatur dan dikelola sebagai 

suatu unit yang berkaitan dari segi fungsinya atau subyek merupakan 

hasil dari kegiatan yang sama. 

 

Pasal 2 

(1) Pengaturan JRA Substantif di Lingkungan Pemerintah Daerah 

dimaksudkan untuk menjamin tertib administrasi prosedur pengajuan 

penetapan JRA Substantif. 

(2) Pengaturan JRA Substantif di Lingkungan Pemerintah Daerah bertujuan 

sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip. 

 

BAB II 

JRA SUBSTANTIF 

 

Pasal 3 

Ruang Lingkup Pengaturan JRA Substantif terdiri atas: 

a. Jenis Arsip; 

b. jangka waktu/retensi; dan 

c. keterangan yang berisi rekomendasi tentang suatu Jenis Arsip 

dimusnahkan, dinilai kembali atau dipermanenkan. 

 

Pasal 4 

JRA Substantif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota 

ini. 

 

Pasal 5 

Arsip yang masih dipergunakan dalam pelaksanaan tugas, retensinya dapat 

diperpanjang sesuai dengan kebutuhan setelah terlebih dahulu mendapat 

persetujuan dari pimpinan perangkat daerah. 

 
BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 6 
 

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan. 

 

 

Ditetapkan di Balikpapan                                                                             

pada tanggal  16 Maret 2017 

WALI KOTA BALIKPAPAN,  
 

 ttd 
   

    M. RIZAL EFFENDI 
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Diundangkan di Balikpapan 
pada tanggal 17 Maret 2017 

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN, 
 

                        ttd 

             SAYID M.N. FADLI 

 

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2017 NOMOR 6 

         

 
      Salinan sesuai dengan aslinya 

      SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN 

         KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

        DAUD PIRADE 
                 NIP 19610806 199003 1 004 
 

 

 

 

 


